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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 oktober 1999, dalam 

sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung pada 

tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini,terjadi pergeseran kekuasaan 

Presiden dalam1 membentuk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 UUD 1945 

sebelum amandemen 2 , berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang–undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPR 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang Pasal 20 ayat (1) pasca 

amandemen UUD1945.3 

UUD 1945 pasca amandemen Pasal 20 A ayat (1) menyatakan bahwa “DPR 

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.4 Setelah terjadi 

perubahan, beban tugas dan tanggung jawab DPR menjadi bertambah berat. Akan 

tetapi, itulah yang seharusnya dilakukan karena salah satu fungsi DPR adalah 

menjalankan fungsi legislasi, disamping fungsi pengawasan dan budget.5 

 

1Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 174. 
2Pasal 5 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi (i) Presiden memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (ii) Presiden menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 
3Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm. 175. 
4Pasal 20 UUD 1945 ayat (i) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan. 
5UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Juncto.UU No. 2 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,  

dan DPRD. Fungsi legislasi adalah perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untukmembentuk 
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Menurut Jimly Asshiddiqie6, dalam praktik di Indonesia fungsi pembentukan 

undand-undanglah yang paling diutamakan, kemudian fungsi pengawasan dan 

keuangan DPR adalah fungsi yang skunder atau bukan fungsi utama. Padahal, ketiga- 

tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, diseluruh penjuru dunia, yang lebih 

diutamakan adalah fungsi pengawasan dari pada fungsi legislasi. Hal ini terjadi 

karena sistem di negara hukum di berbagai negara maju, khususnya yang menganut 

tradisi civil law7 sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan 

negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru 

yangdiperlukan.8 

Di Indonesia DPR bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 72 huruf (d) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, DPRD Juncto. Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

 

 

 

 

 

 

undang-undang, fungsi anggaran adalah fungsi DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan 

atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan 

oleh Presiden, fungsi pengawasan adalah fungsi DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang dan APBN. 

6Jimly Asshiddiqie.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 

300. 
7Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 59. Civil Law adalah 

sistem hukum yang dianut oleh negara-negara eropa kontinental yang dianut dari hukum romawi. 

Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik yaitu adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat pada 

preseden, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. 
8Loc. Cit., hlm. 300. 
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9Bahkan secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh DPR 

sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:10
 

1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policymaking); 

 

2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policyexecuting); 

 

3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of 

budgeting); 

4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of 

budgedimplementation); 

5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government 

performance); 

6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political 

oppointment of public officials); dalam bentuk persetujuan atau penolakan, 

ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan olehDPR. 

Pengawasan tidak lepas kaitannya dengan pemeriksaan karena pemeriksaan 

itu pada hakekatnya adalah bagian dari pengawasan dan keduanya saling 

berhubungan. 11 Dapat dikatakan bahwa cikal bakal ide pembentukan Badan 

Pemeriksa Keuangan ini berasal dari Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia 

Belanda. Beberapa negara lain juga mengadakan lembaga semacam ini untuk 

menjalankan   fungsi-fungsi  pemeriksaan   atau   sebagai  eksternal  auditor terhadap 

9UU No.  17 tahun  2014 MD3  Pasal  72 huruf (d)  Juncto.UU No.  2  Tahun  2018  tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD . 

10Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 301. 
11Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara  dan  Analisis  Kebijakan 

Utang Luar Negeri, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.6. 
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kinerja keuangan pemerintah. Misalnya di RRC juga terdapat lembaga konstitutional 

yang disebut yuan pengawas keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan negara 

yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini 

sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh DPR. Oleh karena itu, 

kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada 

dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang kurangnya berhimpitan dengan fungsi 

pengawasan anggaran yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 12  

Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan indonesia bersifat auxiliary 

terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dibidang pengawasan terhadap kinerja 

pemerintahan. Justru karena fungsi pengawasan yang dilakukan DPR itu bersifat 

politis memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan 

keuangan (financial audit) secara lebihteknis.13
 

Sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur  

dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang hal keuangan, yang berbunyi: 

“ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu 

BPK, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu 

diberitahukan kepada DPR”. 14 Setelah ada perubahan UUD 1945 dalam 

melaksanakan tugas tersebut DPR bermitra dengan BPK. Kelembagaan BPK diatur 

tersendiri dalam Bab VIII A tentang BPK Pasal 23 E menentukan bahwa : “(1)Untuk 

12Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 2011, 

Jakarta, hlm. 158. 
13Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 137. 
14UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) sebelum amandemen. 
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memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu 

BPK yang bebas dan mandiri; (2) hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan 

kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; (3) hasil pemeriksaan 

tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan 

undang-undang.15
 

Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK diberitahukan 

kepada DPR. Meskipun demikian, BPK bukanlah bawahan DPR. Dalam konteks ini, 

BPK adalah mitra DPR dalam mengawasi sekaligus mengevaluasi dan menilai 

kebijakan penggunaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah. Dalam hal 

laporan pertanggungjawaban Presiden tentang pengelolaan keuangan negara, DPR 

mempunyai wewenang melanjutkan dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu 

mengenai masalah keuangan-keuangan negara.16
 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan 

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui 

suatu pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan 

evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanankan. Pengawasan 

 

 

 

 
 

15UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), (2), dan (3) pasca amandemen. 
16 Arifin  Firmansyahdkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga 

Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm.50. 
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juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.17
 

Berkaitan dengan kegiatan pembentukan dan pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan lembaga eksekutif , harus 

dikontrol oleh lembaga DPR sebagai pemberi mandat pelaksanaan anggaran negara.18
 

B. RUMUSANMASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

sebagai berikut : 

1) Apakah DPR berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan 

pelaksanaanAPBN? 

2) Bagaimana format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan 

pelaksanaanAPBN? 

C. TUJUANPENELITIAN 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah : 

 

1) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis apakah DPR berwenang 

melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan pelaksanaanAPBN. 

2) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis format koordinasi DPR 

dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaanAPBN. 

 

 

 

 

 
 

17Adrian sutedi, Hukum Keuangan Negara, P.T Alumni, Jakarta, 2011, hlm. 171. 
18Ibid., hlm. 172. 
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D. MANFAATPENELITIAN 

 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok 

permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan 

manfaat yang bersifat praktis seperti berikut : 

1. Manfaat Akademis BersifatTeoritis 

 

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

sumbangan ke universitas khususnya bagi dosen, mahasiwa/mahasiswi, dan kalangan 

akademisi lainnya untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan 

hukum kelembagaan dan keuangan negara. 

2. Manfaat Akademis Bersifat PraktisPraktis 
 

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun 

lembaga yaitu : 

a. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

(input) sehingga dapat bermanfaat dalam hubungan kewenangan DPR dengan 

BPK dalam pengawasan pelaksananAPBN 

b. Untuk lembaga DPR agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyususn 

undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan masalah 

dikemudian hari terutama dibidang hukum kelembagaan dan keuangan 

negara. 
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E. KERANGKATEORITIS 

 

1. TeoriKewenangan 

 

Menurut Hardjono, sering kali terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah 

fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban. Selama ini belum ada konsep hukum yang 

jelas tentang kata-kata tersebut dari segi hukum maupun dasar-dasar teoritis atas 

pemberian makna-makna tersebut secara komperhensip. Menurut Hardjono, fungsi 

mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan 

lebih tepat jika menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat 

terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi 

yang sifatnya ke dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga mempunyai 

aspek ke luar, aspek ke luar dari tugas adalahwewenang.19
 

Mengenai wewenang itu, H.D Stout mengatakan bahwa: wewenang adalah 

pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 

Lebih lanjut H.D Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan 

bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang eksplisit diberikan 

oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Menurut F.P.C.L. 

Tonaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap kemampuanuntuk 

 

 

 

 
19Op. Cit., hlm. 19. 
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melaksanakan hukum positif, 20 dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum 

antara pemerintah dengan warga negara. 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan adalah kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (recht en plichten) dalam 

kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung kekuasaan untuk mengatur sendiri 

dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk 

melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara 

secara keseluruhan.21
 

Philipus M. Hadjon, membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara 

utama, yaitu 1) atribusi; b) delegasi; dan kadang-kadang juga mandat. 22 Atribusi 

merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber 

kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini dikatakan juga sebagai suatu 

cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dari pengertian tersebut 

jelas nampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ 

pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung 

dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain dengan atribusi berarti 

timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimilikioleh 

20Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 

98. 
21Ibid.,hlm. 100. 
22 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gajah Mada 

University Press Yogyakarta, Jakarta, 1998, hlm. 19. 
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organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan 

wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain 

tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab 

dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegetaris). 

Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:23
 

 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan 

sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya 

delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan 

perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian 

tidak diperkenankan adanyadelegasi. 

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenangtersebut. 

e. Peraturan kebijakan (bebudsregel) artinya delegans memberikan intruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenangtersebut. 

Teori kewenangan dijadikan landasan dalam menjelaskan rumusan masalah 

format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN. Teori 

kewenangan akan dijadikan batu uji menjelaskan kewenangan-kewenangan apa saja 

yang diberikan oleh aturan hukum kepada DPR dan BPK dalam pengawasan 

pelaksanaanAPBN. 

23Op.Cit., hlm. 104. 
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2. Teori LembagaNegara 

 

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu 

kesatuan yang tak terpisahkan24 dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ 

negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan 

lembaga negara/organ negara/alat-alat kelengkapan negara merupakan manifestasi 

dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelengarakan pemerintahan. Seperti 

telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, pembentukan negara tidak lain untuk 

kepentingan rakyat sehingga pembentukan lembaga negara/organ negara/alat 

perlengkapan negara harus merepresentasikan aspirasi rakyat. 

Konsep yang paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah 

konsep trias politika. Dokrin yang pertama kali dikemukakan Jhon Lock dan 

Montesquei ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan 

legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang- 

undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif 

merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang. Menurut 

Montesquie, ketiga jenis kekuasaan harus dipisahkan satu sama lain (separation of 

power), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang 

menyelenggarakannya. Secara khusus, Montesquie menekankan pentingnya 

kebebasan dari badan kekuasaan yudikatif karena disitulah letak kemerdekaan 

individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.25
 

 

24Op. Cit., hlm. 13. 
25Ibid.,hlm. 14. 
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Akan tetapi konsep trias politika dalam konsep aslinya, baik dalam negara 

yang paling banyak mempertahankan asas trias politika seperti Amerika serikat, 

ataupun yang terbatas seperti Inggris, sukar sekali menyelenggarakannya dalam 

praktek. Oleh kerena itu, maka ada kecendrungan untuk menafsirkan konsep trias 

politica tidak lagi sebagai “pemisahan kekuasaan” (separation of power), tetapi 

sebagai “pembagian kekuasaan” (division of power) yang diartikan bahwa fungsi 

pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diberikan kepada badan yang 

berbeda (distict hands), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi 

tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.26
 

Sebagaimana dikutif oleh Sri Soemantri, Logeman mengemukakan beberapa 

persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: 

1) Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan 

mengadakan lembagadimaksud, 

2) Oleh kerena setiap lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya 

adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui 

pemilihan, pengangkatan atau mekanismelain, 

3) Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan negara 

setiap lembaga negara harus diberi tugas danwewenang, 

 

 

 

 

 
 

26Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, 

hlm. 286. 
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4) Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan 

yanglainnya.27
 

Prinsip checks and balances, di mana setiap cabang mengendalikan dan 

mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan lain.28 Prinsip checks and balances 

merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. 

Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga 

penyalahgunaan aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang 

menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. 

Mekanisme checks and balances merupakan hal yang sangat wajar bahkan sangat 

diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang 

ataupun sebuah institusi karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi satu 

dengan yang lain saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi.29
 

Dalam penulisan skripsi ini teori lembaga negara akan menjelaskan 

bagaimana format koordinasi hubungan antara DPR dengan BPK dalam pengawasan 

pelaksanaanAPBN. 

3. TeoriPengawasan 

 

Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi 

apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, 

dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai 

 

27Op.Cit.,hlm. 15. 
28Ibid.,hlm. 16. 
29Sunarto, Masalah - Masalah Hukum, Jurnal Hukum Neliti, Vol 45, No. 2, 2016, hlm. 159. 



25 
 

 

 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah 

proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai di 

mana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara 

menurut Siagian menyebutkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna sebagai “pengamatan 

atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin 

agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

peraturan”.30 Sementara dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 

sebagai “proses kegiatan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”. 

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan 

dan ketidak cocokan dan menemukan ketidak cocokan yang muncul. Dalam konteks 

membangun manajmen pemerintahan publik yang bercirikan Good governance (Tata 

kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting dalam 

menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagai mana mestinya. Dalam konteks ini, 

pengawasan sama pentingnya dengan penerapan Good governance (Tata kelola 

pemerintahan yang baik) itusendiri. 

 
 

30Op., Cit, hlm. 171. 
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik pengawasan merupakan salah 

satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap 

kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, 

baik pengawasan intern (intern control) maupun pengawasan ekstern (ekstern 

control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (socialcontrol). 

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu 

dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari 

terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan negara yang tertuju pada 

aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut di 

harapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan 

sebagaimana direncanakan. Dalam aspek pengawasan keuangan negara, DPR 

mempunyai kepentingan kuat untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Hal 

demikian disebabkan uang yang digunakan membiayai kegiatan kegiatan negara 

adalah diperoleh darirakyat.31
 

Teori pengawasan akan dijadikan batu uji dalam menjelaskan apakah fungsi 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah bagian dari fungsi pengawasan 

pelaksanaan APBN yang dilakukan DPR. 

 

 

 

 

 

F. METODEPENELITIAN 
 

31Ibid., hlm. 173. 
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1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka,32 di samping adanya penelitian hukum sosiologis 

atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau 

kepustakaan tersebut mencakup: 

1. Penelitian terhadap asas-asashukum 
 

2. Penelitian terhadap sistematik hukum 

 

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal danhorizontal 

 

4. Perbandinganhukum 
 

5. Sejarahhukum33
 

 

2. PendekatanPenelitian 

 

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan aturan hukum (Statute 

Aproach) . Pendekatan aturan hukum (Statute Aproach) yaitu pendekatan melalui 

aturan-aturan hukum yang terdiri dari: 

1) UUD 1945 sebelum dan sesudahamandemen, 
 

2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568, Juncto. Undang- 

undangNo. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

 

32Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12 . 
33Ibid.,hlm. 14. 
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undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 

Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6187, 

3) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4654, 

4) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor5234, 

5) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286, 

6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355. 

7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4400. 

8) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

RencanaKerjaDanAnggaranKementrianNegara/Lembaga, 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2010, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178, Serta 

peraturan perundang undangan lainnya yang relevan  dengan 

penelitianini. 

3. BahanHukum 

 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat yang terdiri 

dari 

1) UUD 1945 sebelum dan sesudahamandemen, 

 

2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568, Juncto. Undang- 

undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 

Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor6187, 

3) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4654, 

4) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 
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82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234 

5) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor4286,. 

6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355. 

7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4400. 

8) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2010, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178, Serta 

peraturan perundang undangan lainnya yang relevan  dengan 

penelitianini. 

b) Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

menegenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang- 

undangan, buku-buku, majalah hukum, artikel, makalah, koran,hasil-hasil 
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penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, situs internet, maupun bacaan 

lainya yang releven dengan penulisan ini. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder 

contohnya adalah kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, media cyber, 

danlain-lain.34
 

4. Teknik Pengumpulan BahanHukum 

 

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan 

tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian hukum normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian 

kepustakaan (liberary reaserch). 35 Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh bahan hukum primer, maka peneliti harus mengumpulkan 

berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian menelaah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian dan 

membandingkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih 

berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap bahan- 

bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan 

relevansinya. Sedangkan bahan hukum skunder melalui serangkaian kegiatan 

membaca, mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari ahli hukum, cara ini untuk memperoleh bahan teoritis ilmiahdoktrin- 

 

34Op.Cit.,hlm. 13. 
35Ibid.,hlm. 24. 
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doktrin yang berkaitan dengan penerapan hubungan kewenangan DPR dengan BPK 

dalam pengawasan pelaksanaan APBN, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis 

terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Teknik Pengelolahan BahanHukum 

 

Terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dilakukan rekonstruksi, 

pencatatan dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap bahan-bahan hukum 

seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun 

bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

6. Teknik Analisis BahanHukum 

 

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara 

kualitatif, yaitu peneliian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat.36 Sehingga hasil akhirnya akan bersifat 

deskriftif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat 

menjawab permasalahan yang dikaji. 

7. Teknik PenarikanKesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara 

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umumdan 

 

 

 

 

36Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105. 
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kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang 

diturunkan dari asumsi umum tersebut.37
 

8. SitematikaPenulisan 

 

Untuk memberikan gambaran mengenai tulisan skripsi ini, maka penulis akan 

memberikan gambaran secara garis besar. Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat 

bab, yaitu: 

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematikapenulisan. 

BAB II : Memuat kajian teori yang isinya  mengupas tentang lembaga DPR dan  

BPK, sumber kewenangan DPR dan BPK, danAPBN. 

BAB III : Kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas, yakni apakah DPR 

berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan 

pelaksanaan APBN. bagaimana format koordinasi DPR dengan BPK 

dalam pengawasan pelaksanaan APBN. 

BAB IV :  Berisikan pernyataan secara umum mengenai permasalahan hukum yang 

di buat, terdiri dari kesimpulan, dansaran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37Op. Cit., hlm. 327. 
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